Menimbang

GUBERNUR SUMATERA SELATAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR 12 TAHUN 2021
TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 314 ayat (0]
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2020 tentang Cipta Kerja dan Pasal 111 ayat (8) Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah, Gubernur Sumatera Selatan bersama
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah telah menyempurnakan
Rancangan Peraturan Daerah tentang  Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor
903-5860 Tahun 2021 tentang Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2022 dan Rancangan Peraturan Gubernur Sumatera
Selatan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

b. bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, dilakukan agar Peraturan Daerah tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2022 tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan
peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; l\r—l_
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bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2022;

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang

Pembentukan Daerah Tingkat [ Sumatera Selatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor
70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1814);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang

"
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Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 248,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4028);

. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang
Bantuan Keuangan Partai Politk (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5
Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai
Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6177); PA’
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Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6041});

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang

Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil
Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6224);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan dan Ewvaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6323);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah
serta  Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana
Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1067);

g
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018
tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran Dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib
Administrasi  Pengajuan, Penyaluran dan Laporan
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan
Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 630); _
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926};

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021
tentang Tata Cara Ewvaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
Rancangan  Peraturan Daerah tentang Perubahan
Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan
Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 431};

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera

Selatan Tahun 2021 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

Menetapkan :

DAN
GUBERNUR SUMATERA SELATAN

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

o8
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Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.

2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera
Selatan.

Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya
disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi Sumatera Selatan.

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah vang
selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

6. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan
kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran,
pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung-
Jjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

7. Pedoman Penyusunan APBD adalah pokok kebijakan
sebagai petunjuk dan arah bagi pemerintahan daerah
dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APBD.

8. Aparatur Sipil Negara vang selanjutnya disingkat ASN
adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai
Pemerintah dengan perjanjian kerja yvang bekerja pada

Instansi Pemerintah.

Pasal 2

APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan

Pembiayaan Daerah.

Pasal 3
Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022
direncanakan sebesar Rp.9.902.571.031.458,00 (sembilan
triliun sembilan ratus dua miliar lima ratus tujuh puluh satu
juta tiga puluh satu ribu empat ratus lima puluh delapan
rupiah), yang bersumber dari :

a. Pendapatan Asli Daerah;

x
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b. Pendapatan Transfer; dan

¢. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.

(1)

(2)

(3)

(4)

Pasal 4

Pendapatan Asli Daerah  sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 3  hurufl a direncanakan sebesar

Rp.5.006.440.726.046,00 (lima triliun enam miliar empat

ratus empat puluh juta tujuh ratus dua puluh enam ribu

empat puluh enam rupiah), yang terdiri atas:

a. Pajak Daerah;

b. Retribusi Daerah;

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang di Pisahkan;
dan

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

a direncanakan sebesar Rp.3.680.900.000.000,00 (tiga

triliun enam ratus delapan puluh miliar sembilan ratus

juta rupiah).

Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b direncanakan sebesar Rp.11.669.359.773,00

(sebelas miliar enam ratus enam puluh sembilan juta tiga

ratus hma puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh

tiga ribu rupiah).

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c

direncanakan sebesar Rp.98.652.509.792,00 (sembilan

puluh delapan miliar enam ratus lima puluh dua juta lima

ratus sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh dua

rupiah).

Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yvang Sah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar

Rp.1.215.218.856.481,00 (satu triliun dua ratus lima belas

miliar dua ratus delapan belas juta delapan ratus lima

puluh enam ribu empat ratus delapan puluh satu rupiah).

X



Pasal 5
Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
hurul b  direncanakan sebesar Rp.4.856.972.461.000,00
(empat triliun delapan ratus lima puluh enam miliar sembilan
ratus tujuh puluh dua juta empat ratus enam puluh satu ribu
rupiah), vang terdiri atas Pendapatan Transfer Pemerintah

Pusat.

Pasal 6
Lain-lain Pendapatan Daerah vyang Sah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 huruf ¢ direncanakan sebesar
Rp.39.157.844.412,00 (tiga puluh sembilan mhar seratus
lima puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh empat ribu
empat ratus dua belas rupiah), yang terdiri atas Pendapatan

Hibah.

Pasal 7
Anggaran  Belanja  Daerah  Tahun  Anggaran 2022
direncanakan sebesar Rp.9.766.471.031.458,00 (sembilan
triliun tujuh ratus enam puluh enam miliar empat ratus tujuh
puluh satu juta tiga puluh satu ribu empat ratus lima puluh
delapan rupiah), yang terdiri atas:
a. Belanja Operasional;
b. Belanja Modal;
c. Belanja Tidak Terduga; dan

d. Belanja Transfer.

Pasal 8

(1) Anggaran Belanja Operasional sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7  huruf a direncanakan sebesar
Rp.5.008.939.321.622,00 (lima triliun delapan miliar
Sembilan ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus dua
puluh satu ribu enam ratus dua puluh dua rupiah), yang
terdiri atas :
a. Belanja Pegawai;
b. Belanja Barang dan Jasa;
c. Belanja Bunga; dan

d. Belanja Hibah. P'&
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(2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

(3)

(4)

(1)

(2)

huruf a direncanakan sebesar Rp.2.605.363.817.438,00
(dua triliun enam ratus lima miliar tiga ratus enam puluh
tiga juta delapan ratus tujuh belas ribu empat ratus tiga

puluh delapan rupiah).

Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b direncanakan sebesar
Rp.1.997.737.680.721,00 (satu triliun sembilan ratus
sembilan puluh tujuh miliar tujuh ratus tiga puluh tujuh
juta enam ratus delapan puluh ribu tujuh ratus dua puluh
satu rupiah).

Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
¢ direncanakan sebesar Rp.16.500.000.000,00 (enam belas
miliar lima ratus juta rupiah).

Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
d direncanakan sebesar Rp.389.337.823.463,00 (tiga ratus
delapan puluh sembilan miliar tiga ratus tiga puluh tujuh
juta delapan ratus dua puluh tiga ribu empat ratus enam

puluh tiga rupiah).

Pasal 9
Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar
Rp.1.445.742.037.574,00 (satu triliun empat ratus empat
puluh lima miliar tujuh ratus empat puluh dua juta tiga
puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah),
vang terdiri atas :
a. Belanja Modal Tanah;
b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
¢. Belanja Modal Bangunan dan Gedung;
d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi; dan
e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.
Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a direncanakan sebesar Rp.8.403.511.169,00

(delapan miliar empat ratus tiga juta lima ratus sebelas

vd

ribu seratus enam puluh sembilan rupiah).
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(3] Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana
dimaksud pada ayat (1} huruf b direncanakan sebesar
Rp.314.832.972.271,00 (tiga ratus empat belas miliar
delapan ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus tujuh
puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh satu rupiah).

(4) Belanja Modal Bangunan dan Gedung sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar
Rp.374.675.426.771,00 (tiga ratus tujuh puluh empat
miliar enam ratus tujuh puluh lima juta empat ratus dua
puluh enam ribu tujuh ratus tujuh puluh satu rupiah).

(5) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar
Rp.663.622.420.120,00 (enam ratus enam puluh tiga
miliar enam ratus dua puluh dua juta empat ratus dua
puluh ribu seratus dua puluh rupiah).

(6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf e direncanakan  sebesar
Rp.83.228.206.243,00 (delapan puluh tiga miliar dua
ratus dua puluh delapan juta dua ratus enam ribu dua

ratus empat puluh tiga rupiah).

Pasal 10
Anggaran Belanja Tidak terduga sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 huruf ¢  direncanakan sebesar

Rp.16.000.000.000,00 (enam belas miliar rupiah).

Pasal 11

(1) Anggaran Belanja transfer sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar
Rp.3.295.789.672.262,00 (tiga triliun dua ratus sembilan
puluh lima miliar tujuh ratus delapan puluh sembilan juta
enam ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus enam puluh
dua rupiah), yang terdiri atas:
a. Belanja Bagi Hasil; dan

b. Belanja Bantuan Keuangan.
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(2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a direncanakan sebesar Rp.1.777.650.000.000,00
(satu triliun tujuh ratus tujuh puluh tujuh miliar enam
ratus lima puluh juta rupiah).

(3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b direncanakan sebesar
Rp.1.518.139.672.262,00 (satu triliun lima ratus delapan
belas miliar seratus tiga puluh sembilan juta enam ratus

tujuh puluh dua ribu dua ratus enam puluh dua rupiah).

Pasal 12
Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2022
direncanakan sebesar Rp.588.500.000.000,00 (lima ratus
delapan puluh delapan miliar lima ratus juta rupiah), yang
terdiri atas:
a. Penerimaan Pembiayaan; dan

b. Pengeluaran Pembiayaan.

Pasal 13
Anggaran Penerimaan Pembiayaan Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar
Rp.226.200.000.000,00 (dua ratus dua puluh enam miliar dua
ratus juta rupiah), yang terdiri atas Sisa Lebih Perhitungan

Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya.

Pasal 14

(1) Anggaran Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar
Rp.362.300.000.000,00 (tiga ratus enam puluh dua miliar
tiga ratus juta rupiah), yvang terdiri atas :
a. Penvertaan Modal Daerah; dan
b. Pembayaran Pinjaman Daerah

(2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) direncanakan sebesar Rp.2.300.000.000,00 (dua
miliar tiga ratus juta rupiah).

(3) Pembayaran Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b direncanakan  sebesar

Rp.360.000.000.000,00 (tiga ratus enam puluh mliar

rupiah).
v
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Pasal 15

Selisih antara Anggaran Pendapatan Daerah dengan
Anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya
surplus sebesar Rp.136.100.000.000,00 (seratus tiga
puluh enam miliar seratus juta rupiah);

Pembiayaan Neto yang merupakan selisih penerimaan
pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan
direncanakan sebesar Rp.136.100.000.000,00 (seratus tiga

puluh enam miliar seratus juta rupiah).

Pasal 16

Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak,
Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang
belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran
melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah
ini, vyang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi
Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022, dengan cara
terlebih dahulu melakukan Perubahan Peraturan Kepala
Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah dan pemberitahuan kepada Pimpinan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya
disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

Keadaan Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:

a. Bencana Alam, Bencana Non Alam, Bencana Sosial

dan/atau Kejadian Luar Biasa;
b. Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan;
dan/atau
c. Kerusakan Sarana/Prasarana yang dapat mengganggu

kegiatan pelayvanan publik.
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(3) Keperluan Mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:

a. Kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar
masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam
satu tahun anggaran berjalan;

b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang
bersifat wajib antara lain pembayaran hutang pekerjaan
yvang telah selesai dilaksanakan dan/atau pembayaran
lainnya yang sudah jatuh tempo;

c. Pengeluaran Daerah vyang berada diluar kendali
Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksi
sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-
undangan; dan/atau

d. Pengeluaran daerah lainnva yang apabila ditunda akan
menimbulkan  kerugian vyang lebih besar bagi

Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 17
Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Daerah ini yang terdiri dari:

1. Lampiran [ Ringkasan APBD yang Diklasifikasi
menurut  Kelompok  dan  Jenis
Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

2. Lampiran II Ringkasan APBD vang Diklasifikasi
menurut Urusan Pemerintahan
Daerah dan Organisasi;

3. Lampiran [1I Rincian APBD Menurut Urusan
Pemerintahan  Daerah, Organisasi,
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan,
Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja

dan Pembiayaan;

b
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Lampiran VII
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Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan

Pemerintahan Daerah, Organisasi,
Program Kegiatan Beserta Hasil dan
Sub Kegiatan Beserta Keluaran;

Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk
Keselarasan dan Keterpaduan Urusan

Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam

Kerangka Pengelolaan Keuangan
Negara;
Rekapitulasi Belanja untuk

Pemenuhan SPM;

Sinkronisasi Program pada RPJMD

dengan Rancangan APBD:;
Sinkronisasi Program, Kegiatan dan
Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS
dengan Rancangan APBD;
Sinkronisasi Program Prioritas
Nasional dengan Program Prioritas
Daerah;

Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan
dan Per Jabatan;

Daftar Piutang Daerah;

Daftar Penyertaan Modal Daerah dan
Investasi Daerah Lainnya;

Daftar Perkiraan Penambahan dan
Pengurangan Aset tetap darah dan
Aset Lain-Lain;

Daftar Sub Kegiatan Tahun Jamak
(Multy Years);

Daftar Dana Cadangan; dan

Daftar Pinjaman Daerah.
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Pasal 18
Gubernur Sumatera Selatan menetapkan Peraturan Gubernur

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

sebagai landasan

operasional pelaksanaan  Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022,

Peraturan Daerah

diundangkan.

Agar setiap

Pasal 19
mulai  berlaku pada tanggal

mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya

dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 31 Besgember 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

Dto.

S. A. SUPRIONO

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 31 Pesember 2021

GUBERNUR SUMATERA.8ELATAN,

Dto.

H. HERMAN DERU

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2021 NOMOR 12
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN : (11-275/2021)



